Hakim dapat menerapkan penetapan restitusi terhadap tindak pidana
Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun
atau lebih, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual Nomor Nomor 12 Tahun 2022.

B. Saran

1. Seharusnya dalam pembuktian para aparat penegak hukum lebih teliti
dan melakukan pembaharuan sumber hukum berdasarkan regulasi
baru yang telah berlaku seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam hal pembuktian
yang dapat menjadikan barang bukti sebagai alat bukti.

2. Hendaknya hukuman yang diberikan kepada pelaku juga perlu
diberikan pelaksanaan restitusi yang diatur dalam Undang-Undang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual, agar perubahan focus hukum dapat
terjadi, dari yang hanya memberikan pidana kepada pelaku, menjadi

perhatian pengembalian hak-hak korban.
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